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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

dan kompilasi hukum islam, pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa : 

a. Adanya persetujuan istri-istri 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-

istri dan anak-anak mereka. 

Jika dilihat dari undang-undang diatas, pertimbangan hakim dalam 

mengambil putusan berdasarkan perkara 4.33/Pdt.G/2013/PA/Lbt, hakim 

hanya melihat dari aspek finansial pemohon. Peneliti berkesimpulan pada  

Pasal 5 ayat 1 bahwa pertimbangan hakim yang sudah melihat dengan 

syarat-syarat yang sudah disetujui oleh termohon untuk berpoligami 

haruslah dikabulkan karena sudah memenuhi syarat yang sudah ada pada 

Undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya poligami di Kabupaten 

Gorontalo ialah terutama diakibatkan dengan adanya faktor keturunan, 

keharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, kuranggnya 
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rasa hormat, orang ketiga, dan dimana istri tidak bisa memberikan 

keturunan atau mandul. 

 5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

mempunyai saran sebagai berikut : 

1.  Kepada Hakim haruslah Meninjau kembali syarat pengajuan poligami 

dalam undang-undang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu 

sendiri, sehingga memberi ruang yang konkret terhadap permasalahan yang 

ada dengan meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua bela 

pihak.   

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih teliti dan melihat alasan-alasan 

ajukan dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga poligami yang di 

maksud tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudah ada. 

3. Kepada Hakim Pengadilan Agama haruslah melakukan Sosialisasi kepada 

masyarakat, untuk melakukan poligami yang di sahkan oleh negara atau 

pemerintah yang sesuai aturan dan persyaratan yang sudah ditetapkan dalam 

Undang-undang. 
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